BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURANBUPATIBOLAANGMONGONDOW TIMUR
NOMOR 15 TAHUN2021

TENTANG

TATACARA PELAKSANAANDAN PERTANGGUNGJAWABAN
RESES PIMPINANDAN ANGGOTADEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH
KABUPATENBOLAANGMONGONDOW TIMUR

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIBOLAANGMONGONDOW TIMUR,

Menimbang a. bahwa Reses merupakan  kegiatan Pimpinan dan Anggota
DPRD untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi  dan
pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban
secara moral dan politis kepada masyarakat di Daerah
pemilihan  sebagai  perwujudan perwakilan  rakyat dalam
pemerintahan;

b. bahwa  agar kegiatan penyerapan aspirasi  masyarakat
sebagaimana  dimaksud pada huruf a dapat sesuai dengan
tujuan dan tepat sasaran serta berdaya guna dan berhasil
guna, perlu  pengaturan Tata Cara  Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban  Reses;

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Bolaang Mongondow Timur tentang Tata Cara Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Reses Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 29  Tahun 2008 ten tang
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di
Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 102, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4875);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Perubah an Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan  Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

7. Peraturan  Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 6197);

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 ,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif ~ Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURANBUPATI TENTANGTATA CARA PELAKSANAANDAN
PERTANGGUNGJAWABAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBOLAANG
MONGONDOWTIMUR;



BABI
KETENTUANMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

8.
9.

. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow
Timur.

Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang
MongondowTl'imur.

Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
yang diresmikan Keanggotaannya sebagai Anggota DPRDdan telah mengucap
Sumpahjjanji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan Undangan
Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow
Timur sebagai unsure pendukung DPRD.

Sekretaris DPRDadalah Pejabat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
Pendampingadalah ASNdan Non ASNyang membantu jalannya kegiatan Reses

10.Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk

mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai
dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian

efisiensidan efektifitasalokasi dana.

11.Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang diberikan tugas

tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

12.Masa Reses adalah masa dimana DPRD melakukan kegiatan diluar masa

sidang, terutama diluar gedung DPRD,untuk melakukan kunjungan kerja, baik

yang dilakukan anggota secara perseorangan maupun secara berkelompok.

13.Hari adalah hari kerja



Bagian Kedua
Maksud

Pasal2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam tata cara

pelaksanaan dan pertanggungjawaban Reses Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka terwujudnya tertib
administrasi prosedur Tata Cara Pelaksanaan , dan Pertanggungjawaban Reses

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur

BABII
JENIS RESES

Pasal4

(1)Reses Kelompok adalah Reses yang dilakukan secara bersama-sama oleh
semua dan/ atau sebagian Anggota DPRD pada Daerah pemilihan yang sarna;
(2) Reses Perseorangan adalah Reses yang dilakukan secara Perseorangan oleh

Masing-masing Anggota DPRD pada Daerah pemilihan;

BABIII
PERENCANAANDANPELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

(1) Masa Reses mengikuti masa persidangan, yang dilakukan sebanyak 3 (tiga)
kali dalam setahun atau 14 (empat belas) kali reses dalam periode 5 (lima)

tahun masa Jabatan DPRD;



(2) Masa Reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali Masa

Reses;

(3) Sekretaris DPRD rnengurnurnkan agenda Reses setiap Anggota DPRD paling

larnbat 3 (tiga) hari sebelum Masa Reses dirnulai melalui saluran yang

rmudah diakses;

(4) Reses dapat dilakukan secara perorangan atau kelornpok yang difasilitasi

oleh Pendamping.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal6

Masa Reses Anggota DPRD secara perseorangan atau Kelornpok sebagaimana

dimaksud pada Pasal 4 dilaksanakan dengan rnernperhatikan:

a.
b.

e

&

waktu Reses yang dilaksanakan pada Daerah Pernilihan yang sarna;
rencana kerja pemerintah daerah;
hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan

kebutuhan konsultasi publik dalam penyusunan peraturan daerah;

BABIV
PEMBIAYAAN

Pasal7

(1)Belanja Masa Reses dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tirnur.

(2)Belanja Masa Reses sebagairnana dimaksud dalam ayat (1), meliputi;

a.

Belanja sewa gedung, sewa tenda Zkanopi paling banyak 2 bak untuk
perorangan dan 5 bak untuk berkelompok,-

Belanja sewa kursi paling banyak 250 buah untuk perorangan dan 500
buah untuk berkelornpok,-

belanja sewa meja paling banyak 3 (tiga) buah untuk perorangan dan 7
(tujuh) buah untuk berkelornpok,-

belanja sewa sound system

belanja sewa genset /listrik

belanja Alat Tulis Kantor

belanja cetak spanduk 20 (dua puluh) buah untuk perorangan dan 2 (dua)

buah untuk berkelompok dalam 1 (satu) kali Masa Reses.



h. belanja makan, mmum dan snack paling banyak 250 orang yang di
laksanakan secara perorangan dan 500 orang yang di laksanakan secara
berkelompok.

(3) Belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) , disesuaikan dengan
kebutuhan pada setiap pelaksanaan Reses dengan memperhatikan standar

harga yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BABV
PENDAMPINGAN

Pasal 8

(1) Dalam hal Pelaksanaan kegiatan Reses perorangan atau kelompok Pimpinan
dan AnggotaDPRDdidampingi oleh ASNdan Non ASNSekretariat DPRD;
(2) Tugas Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:
a. mengkoordinasikan waktu dan tempat pelaksanaan Reses DPRD;
b. menyiapkan tempat pelaksanaan Reses DPRDberupa gedung, tenda,
kanopi, kursi,meja, sound system, dan spanduk;
c. memfassilitasi pelaksanaan Reses DPRDberupa memandu acara (MC),
notulen, daftar hadir dan dokumen kegiatan;

d. membantu menyusun laporan hasil pelaksanaan Reses DPRD.

BABVI
PELAPORANANPERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pelaporan
Pasal9

(1)Setiap Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Reses kepada
Pimpinan DPRD;

(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sekurang-kurangnya memuat:
a. waktu dan tempat kegiatan Reses;
b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung;

(3)Anggota DPRD yang melaksanakan Reses namun tidak menyampaikan
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat melaksanakan

Reses berikutnya.



Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

PasallO

Pelaksana Reses wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Reses

antara lain sebagai berikut:

a. dana Reses harus dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti pengeluaran
yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, serta dibuktikan dengan pesanan dan dokumentasi kegiatan;

b. daftar hadir peserta Reses

c. berkas pertanggungjawaban dan laporan Reses disampaikan paling lambat 5
(lima) Hari setelah Reses melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Sekretariat DPRD.

BAB III
KETENTUANENUTUP

Pasalll

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Belanja Kegiatan Masa Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bolaang mongondow Timur Tahun Anggaran 2020, dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.



Pasall2

Peraturan  Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten = Bolaang

Mongondow Timur.

Ditetapkan  di Tutuyan
Pada tanggal: \ [Via.ra-; 2021
~ BUPATIBOLAANGMONGONDOWTITIMUR!

SAM SACHRUL MAMONTO

Diundangkan  di Tutuyan
Pada tanggal I Mglf<r. b 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

JEFFRY SONNY WAROKKA
Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor \'S' Tahun 2021

No.
PENGELOLA/PENELIT] PARAF
MOHON UNTUK
1. BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR D TANDA
TIANGANI
2. WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR If --
3. SEKRETARIS DAERAH ~
4. ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA -
5. Plt. SEKRETARIS DPRD 0C w
6.  KABAG HUKUM I
), KABAG FASILITASI PENGANGGARAN DAN
* PENGAWASAN SETWAN )
8. KABAG UMUM DAN KEUANGAN SETWAN A ~
o  KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN
© HUKUM -~
10. KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN SETWAN ~{
11. KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN SETWAN k

12. KASUBAG FASILITASI PENGAWASAN SETWAN 212



